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PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI 

DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

ABSTRAK : 

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1A, Pasal 11B, dan Pasal 16 Peraturan Presiden 

Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam 

rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 

33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 

2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); pengaturan 

mengenai pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi telah diatur dalam beberapa 

peraturan Menteri Kesehatan sehingga diperlukan suatu pengaturan yang 

terintegrasi dalam satu peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan vaksin 

dan pelaksanaan vaksinasi; sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan 

tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

 

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); 

UU No 4 Tahun 1984; UU No 39 Tahun 2008; UU No 36 Tahun 2009; UU N0 2 Tahun 

2020; PP No 23 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No 43 Tahun 2020; 

Perpres No 99 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Perpres No 33 Tahun 2022; Perpres No 18 Tahun 2021; Permenkes No 5 Tahun 2022.  

 

- Dalam Peraturan Menteri Ini merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, tenaga kesehatan, pemangku 

kepentingan, dan masyarakat dalam pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan 

Vaksinasi COVID-19. Ruang lingkup pengaturan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan 

Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 meliputi: a. pengadaan 



Vaksin COVID-19; b. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; c. pencatatan dan pelaporan; 

d. pendanaan; dan e. pembinaan dan pengawasan 

 

CATATAN :  

- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Januari 2023 

- Pada saat Permen ini mulai berlaku, maka:  

a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 

Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah 

diubah dengan:  

1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 

Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 592);  

2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 

Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775); dan  

3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 

Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 866); dan 

b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 

Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492),  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

- Lamp :  - hlm.  


